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TENTANG 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

bahwa Tunjangan Perumahan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Masa Bhakti 
2004- 2009 Tahun Anggaran 2007 telah ditetapkan dengan 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 09,Tahun 2007; 
bahwa Peraturan Walikota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dipandang perlu diadakan perubahan dan 
penyempurnaan; 
bahwa untuk perubahan dan penyempurnaan sebagaimana 
dimaksud pada huruf perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota 
Lubuklinggau. 

Undang - Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota 
Lubuklinggau ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 
Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4114); 
Undang -Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Andonesia Nomor 4286); 

Undang - Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan 
Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD ( Lembaran Negara 
Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran 
Negara Republikindonesia Nomor 4310): 

4 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran. Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355 ): 

5. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang Undangan ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4389); 
Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik lndonesia Nomor 4286 ); 

7. Undang - Undan 
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8 Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 ): 

10. 

11. 

12. 

Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 
Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti 
Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas 
Undang Undang Nomgr 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 
Daerah menjadi Undang - Undang ( Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4548); 

14. 

15 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan 
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan perwakilan 
Rakyat Daerah ( Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang perubahan 
ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
(Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, 
Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712): 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan 
Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578 ); 

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4721 ): 

13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, 
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat 
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693 ); 

Peraturan Pemerirtah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan 
Keuangan dan-Kinerja Instansi Pemerintah ( Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran 
Negara Republik lndonesia Nomor 4614 ); 

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian 
Urusan Pemerințahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ( Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 4737 ); 
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 
Perangkat Daerah; ( Lembaran Negara Republik indonesia Tahun 
2007 Nomor 89, Tambahạn Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4741 ); 

16. Keputusaı 



Menetapkan 

16. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedomarn 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagimana telah diubah 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006: 

18. 

19. 

20. 

21. 

Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Keputusan 
Presiden Nomor 80 Tahun 2003: 

22. 

Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 5 Tahun 2006 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau; 
Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pokok Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Lubuklinggau; 
Peraturan Daerah Kota Lubuklingau Nomor 04 Tahun 2007 tentang 
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah ( Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 
Nomor 03 ); 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 16 Tahun 2007 tentang 
Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kota 
Lubuklinggau 
Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 26 Tahun 2007 tentang 
Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah. 

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU TENTANG TUNJANGAN 
PERUMAHAN PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN 
RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU MASA BHAKTI 2004 - 2009. 

MEMUTUSKAN 

a. Ketua.. 

1) Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerar Kota Lubuklingau Masa Bhakti 2004 2009 ditetapkan 

tunjangan perumahan sebagai berikut: 

b. Wakil Ketua..... 

Pasal 

.Rp. 4.100.000,-/ bulan 

.Rp. 3.700.000,-/ bulan 

C. Anggota................. Rp. 3.400.000,-/ bulan 

2) Tunjangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dibayarkan secara 
tunai setiap bulan daląm Tahun Anggaran berjalan. 

Pasal 2 

PPh Pasal 21 yang terhutang dipotong dari tunjangan perumahan yang 
diterima oleh Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah Kota Lubuklinggau sebagaimana dimaksud pasal 1. 

Pasal 3 

Biaya Tunjangan sebagaimana dimaksud pada paşal 1 dibebankan pada 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota 
Lubuklinggau Tahun Anggaran 2008 pada Anggaran Sekretariat Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau. 

Pasal 4. 



ERIN TAH 

Diundangkan di Lubuklinggau 
pada tanggal 3 APRIL 

Ko 

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota 
Lubuklinggau Nomor 09 Tahun 2007 tentang Tunjangan Perumahan Kota 
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Lubuklinggau Masa Bhakti 2004 - 2009 Tahun Anggaran 2007 ( Berita 
Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2007 Nomor 5 Seri E ) dicabut dan 
dinyatakan tidak berlaku. 

24ERAH KCTA 

SEKREIARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU, 

Peraturan Walikota Lubuklinggau ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan dan diberlakukan terhitung sejak tanggal 1 Januari 2008. 

Pasal 4 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Walikota Lubuklinggau ini dengan penempatannya dalam Berita 
Daerah Kota Lubuklinggau. 

2008 

Pasal 5 

JOKOÍMẠM SENTOSA 

Ditetapkan di Lubuklinggau 
pada tanggal, 3 APRIL 2008 

WALKOTA LỤBUKLINGGAU, 

RIDUANEFFENDI 
UBUK INGG 

BERITADAERAH KÖTA LUBUKLINGGAU TAHUN 20O8 NOMOR 7 
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